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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bageianstruktucorporate
governanceperusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatodragungkapan
konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehePsnelitian ini merupakan
pengembangan dari penelitian yang dilakukan olePAlda et al. (2010) dan
Prawinandi et al. (2012).

Metode analisis data yang digunakan adalah metoglesis deskriptif dan
pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan denganggemakan bantuan program
SPSSeleasel6. Secara keseluruhan 40 sampel perusahaan gasaidan dalam
penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rataghat kepatuhan
pengungkapan konvergensi IFRS dalam laporan labakamprehensif adalah
50,61%. Hasil analisis regresi berganda menunjuldanwa struktucorporate
governanceyang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapanekgensi
IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu almdnggota komite audit dan
jumlah rapat komite audit. Sementara itu, variahehlah anggota dewan
komisaris, proporsi komisaris independen, jumlalpatadewan komisaris,
leverage likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengarwignifikan terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRSa dagoran laba rugi
komprehensif.

Kata kunci : Strukturcorporate governangeTingkat kepatuhan pengungkapan,
Konvergensi IFRS, Laporan Laba Rugi Komprehensif.



ABSTRACT

This study aims to analyse how corporate govereatictures affect the
level of disclosure compliance convergence of IFRS statements of
comprehensive income. This research is the developaf a study conducted by
Al Akra et al . (2010) and Prawinandi et al . (2012

Data analysis method used is descriptive analysthad and hypothesis
testing . Tests performed using SPSS release I&alDgample of 40 service
companies used in this study.

The results of this study showed that the averayellof disclosure
compliance convergence of IFRS in statements opmnsive income is 50.61
%. The results of multiple regression analysis smbwthat the structure of
corporate governance which affect the level of Idsmare compliance
convergence of IFRS in statements of comprehefmsbaene is the number of
audit committee members and the number of auditnitiee meetings.
Meanwhile, a variable number of commissioners, graportion of independent
commissioners, the number of commissioners medgrngrage, liquidity, and
profitability are not significantly influence witthe level of disclosure compliance
convergence of IFRS in statements of compreheimsivee.

Keywords : corporate governance structure , leveldsclosure compliance,
Convergence of IFRS , Statements of Comprehemsioenk
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BAB |

PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakaragatah, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sertanséttea penulisan.

1.1Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatuemistakuntansi
internasional yang dapat diberlakukan secara iagonal di setiap negara, atau
diperlukan adanya harmonisasi terhadap standartahsinnternasional, dengan
tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangag ylapat diperbandingkan,
mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif lapungan baik dengan
pelanggansupplier, investor, dan kreditor (Gamayuni, 2009). Untukintiingi
kepentingarstakeholdersni diperlukan adanya peraturan tentang penguraykap
wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturardapat membuat
perusahaan menyembunyikan informasi penting yamgrasnya diungkapkan
(Prawinandi et al., 2012).

Di Indonesia standar akuntansi keuangan berbaBiS ifRulai diterapkan
sejak tahun 2012. Sebelum tahun 2012 penerapastdimiar akuntansi keuangan
yang berbasis IFRS dianjurkan bagi perusahaan yaamg menerapkan. Oleh
karena itu, sebelum tahun 2012 bagi perusahaan tgdaily mampu menerapkan
IFRS diperbolehkan untuk menggunakan standar aksintaternasional tersebut.

Dalam standar akuntansi internasional juga telahgaeir pengungkapan

wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansarigan berbasis IFRS
1



diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas gubBebagai contoh vyaitu
perusahaan emiten, perusahaan publik, perbankamarsg dan perusahaan
BUMN. Menurut Gamayuni (2009), semua perusahagm public dan
multinasional di Indonesia diwajibkan untuk mendeap standar akuntansi yang
konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporamkenapada atau setelah 1
Januari 2012.

Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuaegasis IFRS
maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan pe(fudil Disclosurg.
Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan @aoamtau laporan
tahunan Annual Repojt Pengungkapan dalaannual reportmerupakan salah
satu isu penting di dunia pasar modahnual report merupakan salah satu
sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah painddlam pengambilan
keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham imlastor untuk
menentukan tujuan investasi mereka (Belkaoui, 2000)

Semakin meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkgpag dilakukan
oleh perusahaan, maka perusahaan akan memperatédatngang positif. Hal ini
sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh @Qdmoi Mueller (1997)
bahwa:

Meningkatnya pengungkapan dalam perusahaan akarningkatkan
distribusi probabilitas subyektif dari hasil yangatapkan suatu sekuritas di mata
para investor dengan mengurangi ketidakpastianik@esyang berhubungan
dengan aliran pengembalian tersebut. Selain i, fEerusahaan-perusahaan yang
memiliki kinerja di atas rata-rata industri, pengkapan yang lebih baik

cenderung meningkatkan kepentingan relatif yargntatkan para investor pada
data-data perusahaan tersebut.



Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), terdapat a duwsifat
pengungkapan, vyaitu pengungkapan wajinaridatory disclosude dan
pengungkapan sukarel&ofuntary disclosure Mandatory disclosuremengacu
pada informasi yang harus diungkapkan sebagai kaessi dari adanya
ketentuan perundang-undangan, pasar saham, kamgsi baham, atau peraturan
akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkéumtary disclosurenerupakan
informasi yang secara sukarela diungkapkan olelispbaan (Adina dan lon,
2008).

Mandatory disclosurebertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi
pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalaitas kinerja melalui
ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi lyarigku (Adina dan lon,
2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentaegphatan keuangan
perusahaan dan menghitung beban masa depan sehinggstor dapat
menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjanghdmperkirakan aliran
kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belumat dapnjamin
perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lieigigi.tOleh karena itu
diperlukan suatu sistem institusional vyaittorporate governanceuntuk
mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola peaasahPengungkapan
corporate governancedalam laporan tahunan harus dilakukan oleh suatu
perusahaan karena struktorporate governancei setiap negara berbeda-beda.
Menurut Hertanti (dikutip oleh Nafisah, 2011), agdrubahan sosial masyarakat

Indonesia yang menuntut diterapkannya priregigoorate governancéagi para



pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relemtuk ulikaji karena nilai
keutamaan yang ada dalamorporate governanceadalah transparancy,
responsibility, fairnesslanaccountability.

Corporate governanceenjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan
mengingat seringnya terjadi konflik kepentinganasmtpemegang saham atau
komisaris dan para direktur dalam pengambilan kegaut (Hamzah dan Suparjan,
2009). Menurut Nofianti (2009)good corporate governand&CG) diperlukan
untuk mendorong terciptanya pasar yang efisiemsparan serta konsisten
dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkap&tImasih jarang
dilakukan di Indonesia, namun di luar negeri sutlamyak yang melakukan
penelitian tersebut. Al Akra et al. (2010) melakukaenelitian mengenai
pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, refortatsikelola dan perubahan
kepemilikan akibat privatisasi pada kepatuhan pegkapan wajib. Hasil
penelitian menunjukan bahwa reformasi regulasi pegkapan menghasilkan
pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatyemgungkapan wajib. Selain
itu penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi geimtahan melalui mandat
komite audit muncul sebagai penentu yang signifidan kepatuhan terhadap
persyaratan pengungkapan wajib. Pada penelitiag gdakukan oleh Al Akra et
al. (2010) variabel strukturorporate governancgang digunakan hanya terbatas
pada ukuran dewan komisaris, proporsi komisariepedden dan komite audit.

Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Prawinandiaé (2012) yang

meneliti tentang tingkat kepatuhan pengungkapanveégensi International



Financial Reporting StandardlFRS) di perusahaan jasa, serta pengaruh dari
struktur corporate governanc€CG) dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktworporate governance
mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan koemsrglFRS. Variabel
struktur tata kelola perusahaan yang mempengarepatihhan adalah proporsi
komisaris independen dan jumlah komite audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganslisubungan struktur
corporate governanceyang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan
konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehe®ruktur corporate
governance merupakan suatu susunan organ di dalam perusalgaag
menjalankan fungsi tata kelola sebagai pihak peagawlan pihak yang
menjalankan perusahaan (Prawinandi et al., 20h#)cérporate governancei
Indonesia adalah pada dewan komisaris (FCGI, 20DtEh karena itu, struktur
corporate governanceyang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan
komisaris serta komite audit yang merupakan suatmite di bawah dewan
komisaris.

Penelitian Al Akra et al. (2010) telah meneliti teemg pengaruh regulasi
pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola eéambahan kepemilikan, akibat
privatisasi, pada kepatuhan pengungkapan wajib sampel 80 perusahaan
nonkeuangan. Namun, terdapat kelemahan dari penejiang dilakukan oleh Al
Akra et al. (2010), yaitu terkait hasil penelitigaing tidak dapat digeneralisasikan

untuk pasar lain di luar negara Yordania. Hal ikadenakan pada penelitian yang



dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) masih didasarkpada pasar geografis
tunggal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebegfampang telah
dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) adalah pertaddokasi dan sampel.
Penelitian Al Akra et al. (2010) menggunakan lokpada negara Yordania
dengan menggunakan perusahaan nonkeuangan selmyakelspenelitian.
Sementara penelitian ini dilakukan pada selurulugsraan jasa yang telgo
public di Indonesia. Objek penelitian ini adalah lapotahunan dan laporan
keuangan terutama berfokus pada laporan laba mugipkehensif perusahaan.
Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi keehpnsif karena laporan laba
rugi komprehensif merupakan laporan yang selalertigtikan olerstakeholders
dalam annual reportsebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan.
Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juganggambarkan kinerja
perusahaan dalam satu periode pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian inakdkan untuk
menganalisis bagaimana struktiorporate governanc@erusahaan berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konverdERS pada laporan laba
rugi komprehensif. Variabel yang digunakan dalammefigan ini adalah
pengungkapan konvergensi IFRS yang berfokus pagerda laba rugi
komprehensif dan struktworporate governanceStrukturcorporate governance
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlaggata dewan komisaris,
proporsi komisaris independen, jumlah anggota kemitdit, jumlah rapat dewan

komisaris, dan jumlah rapat komite audit.



1.2Rumusan Masalah

Semua perusahaao public dan multinasional di Indonesia diwajibkan
untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergamgash IFRS untuk
penyusunan laporan keuangan pada atau setelahatadgglanuari 2012
(Gamayuni, 2009). Permasalahan akan muncul apabdtu perusahaan belum
mampu menerapkan standar akuntansi keuangan yangrgen dengan IFRS.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikaatagi maka akan
muncul pertanyaan penelitian, yaitu apakaiiporate governanceang dalam
penelitian ini direpresentasikan oleh jumlah anggdéwan komisaris, proporsi
komisaris independen, jumlah anggota komite aupitmlah rapat dewan
komisaris, dan jumlah rapat komite audit berpengaeuhadap tingkat kepatuhan
pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan lab&ouogprehensif?
1.3Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya pgaelini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota deveanidaris terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFR$ [agubran laba rugi
komprehensif.

2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris pedeen terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFR8 [agubran laba rugi
komprehensif.

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota komitditaterhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFR8 [agubran laba rugi

komprehensif.



4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan &amsi terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFR8 [agubran laba rugi
komprehensif.

5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komitataedhadap tingkat
kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada faplaisa rugi
komprehensif.

1.4Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan jasa yang tel@go public, penelitian ini dapat
memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen enang
mekanismecorporate governanceaitannya dengan tingkat kepatuhan
pengungkapan.

2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat membamikgambaran tentang
tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan kemanghunan
kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkagnelitian dapat
digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kahijaataupun
standar pengungkapan wajib yang lebih baik.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunaksebagai bahan referensi
untuk penelitian selanjutnya mengenai strukéarporate governance

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.



1.5Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan disusun untuk memberikan gaambamengenai
penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisanbgrisi penjelasan informasi
secara singkat mengenai materi yang dibahas dakpvtidp bab. Sistematika

penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagakbe

Bab | Pendahuluan
Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentangtdatakang, rumusan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematgaulisan.

Bab Il Telaah Pustaka
Bab telaah pustaka memberikan penjelasan tentardadan teori yang
berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentangepgsan terdahulu,
kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelassecara logis

maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan pengldspotesis.

Bab Il Metode Penelitian
Bab metode penelitian memberikan penjelasan terdasgin penelitian,
variabel penelitian dan definisi operasional vaglapopulasi dan sampel,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan datmdeaode analisis.



Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab hasil dan pembahasan memberikan penjelasamtgdeskripsi objek
penelitian, analisis data yang menjelaskan hasilan data sesuai alat dan

teknik analisis yang digunakan dan interpretasi paselitian.

Bab V Penutup
Bab penutup memberikan penjelasan tentang simpulari hasil
pengolahan data, keterbatasan penelitian, sern samtuk penelitian

selanjutnya.
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BAB I

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bagian ini akan diuraikan teori-teori yanglandasi dilakukannya
penelitian ini. Mulai dari pengungkapan wajibmgndatory disclosuie

konvergensi IFRS, struktworporate governancean teori agensi.

2.1.1 Pengungkapan Wajib iMandatory Disclosure) Konvergensi IFRS

Menurut pendapat Suhardjanto dan Miranti (2009)daeat dua sifat
pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkada p&etentuan
(required/regulated/mandatory disclosyiradan pengungkapan yang bersifat
sukarela yoluntary disclosure Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang
diharuskan oleh peraturan atau ketentuan sepentg yikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan Repudldnesia atau oleh
organisasi profesi akuntansi (lkatan Akuntan Indtame dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengungkapanarslzk merupakan
pengungkapan tambahan yang melebihi dari penguagka@ang diwajibkan

(Farichah, 2009).

Mandatory disclosurdertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna
laporan keuangan, memastikan pengendalian kudtiteeyja melalui ketaatan
terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlakiing dan lon, 2008),

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang késeha@uangan perusahaan
11



dan menghitung beban masa depan sehingga investpat dnenentukan
kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memgakiraliran kas keluar
untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). Informgang diungkapkan berguna
bagi pengguna laporan keuangan untuk memahamiarsiathgka-angka dalam

laporan keuangan.

Konvergensi dalam standar akuntansi keuangan miauopsuatu proses
untuk menyesuaikan standar akuntansi yang digunadkamegara lain dengan
kondisi yang ada di dalam negeri. Dalam hal inpJargensi IFRS adalah suatu
proses untuk menyesuaikan standar akuntansi kengi@fK) terhadap IFRS.
Konvergensi IFRS merupakan kesepakatan yang didakuddleh pemerintah
Indonesia sebagai anggota dhnie Group of Twent{G20 Forum) di Washington
DC pada tanggal 15 November 2008. Selain itu, Ied@nmerupakan bagian dari
IFAC yang harus tunduk pada SMGtétement of Membership Obligatjoyaitu

dengan menerapkan IFRS.

Gamayuni (2009) mengungkapkan bahwa, IFR&(national Financial
Reporting Standadd merupakan suatu upaya untuk memperkuat arsitektur
keuangan global dan mencari solusi jangka panjarpatdap kurangnya
transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adaktmastikan bahwa laporan
keuangan interim perusahaan untuk periode-periogieg ydimasukan dalam
laporan keuangan tahunan, mengandung informasublds tinggi yang: (1)
Menghasilkan transparansi bagi para pengguna daat dibandingkan sepanjang

periode yang disajikan., (2) menyediakan titik awang memadai untuk
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akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3) dapasithan dengan biaya yang

tidak melebihi manfaat untuk para pengguna (Gamag09).

Di negara Yordania telah mengembangkan kerangka tetlola
perusahaan yang bekerja sama den@eganization for Economic Cooperation
and DevelopmernOECD). Salah satu bagian dari kerangka tata &glefusahaan
di Yordania adalah prinsip persyaratan pengungkaparum. Persyaratan
pengungkapan umum mengharuskan perusahaan untakukeh pengungkapan
dengan tepat waktu yang berisi semua hal materaigenai korporasi, standar
yang tinggi untuk pelaporan keuangan, pelaksanadit Eporan keuangan oleh
auditor independen di setiap tahunnya, saluran kdmsi yang efektif untuk
kewajaran dan penyebaran informasi perusahaandiigan tepat waktu, serta
ketetapan analisis dan saran oleh para ahli ekdtdPada umumnya Yordania
mengikuti prinsip yang mewajibkan penggunaan IFR&wajibkan semua
laporan keuangan tahunan diaudit oleh auditor eka@tedan mandat dari komite

audit (Al Akra et al., 2010).

2.1.2 Struktur Corporate Governance

FCGI (2001) mengungkapkan bahwegrporate governanceadalah
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan am@meEegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditumepetah, karyawan, serta
para pemegang kepentingan internal dan eksternalyka yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata damiu sistem yang

mengendalikan perusahaan. Dalam tata kelola peaasatii Yordania terdapat

13



empat prinsip penting dengan analisis perbandingidradap kode OECD. Empat
prinsip tersebut antara lain; hak-hak pemegang nsat@erlakuan yang adil
terhadap pemegang saham, pesiakeholderdalam tata kelola perusahaan,

persyaratan pengungkapan umum, dan tanggung jaevadnd

Corporate governanceenjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan
mengingat seringnya terjadi konflik kepentingariagen pemegang saham atau
komisaris dan para direktur dalam pengambilan kegaunt.Corporate governance
dapat membawa manfaat bagi perusahaan antaranlaminimalkanagency cost
meminimalkan cost of capital meningkatkan nilai saham perusahaan, serta

mengangkat citra perusahaan (Hamzah dan Supa€af).2

Hamzah dan Suparjan (2009) mengungkapkan bahwappean banyak
manfaat yang diperoleh melalcorporate governangeetapi minat dunia usaha
terhadap pengembangan wacana dan praktekl corporate governanamasih
rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari rendatpasisipasi perusahaan publik
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk ikutastasurvey Corporate
GovernancePerception Indextahun 2002, yaitu hanya 10% dari populasi.
Pelaksanaargood corporate governanceangat diperlukan untuk memenuhi
kepercayaan masyarakat dan dunia Internasionalgaelsgarat mutlak dalam

menjalankan bisnis mereka.

Indonesia menganut sistem dua tingkat afaw Tiers Systemartinya
perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu ndgy@agawas (dewan

komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi) (FQB01). Struktur
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corporate governancenerupakan dua badan terpisah yang melaksanakgsifun
tata kelola perusahaan dalam hal pengawasan dak péng menjalankan

perusahaan.

Prinsip corporate governancgang baik harus didasarkan pada lima hal,
yaitu transparency, accountability, responsibijitindependency dan fairness
Asas good corporate governanctersebut menurut Peraturan Menteri Negara

BUMN Nomor: PER — 01/MBU/2011, yaitu:

1. Transparansilransparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengamiglauntusan
dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi rabi#an relevan

mengenai perusahaan.

Prinsip transparencymerupakan prinsip penting dalatorporate
governancekaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomnkasaat
pengambilan keputusan ekonomi semua pihak haruggetetui latar

belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yangdambil.

2. Akuntabilitas Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawdbaan

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana séekiit e

Prinsip akuntabilitas menutut jawaban dan pertanggwaban

atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan patia fsngsi karena
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dalam kataaccountabilitymengandung makrenswerability, liability, dan

responsibility.

. PertanggungjawabaRésponsibility

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhmetapiran

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasg\sehat.

Dalam hal ini sangat penting bagi kegiatan operadiperusahaan
untuk mengikuti atau memenuhi ketentuan perundamigsogan yang

telah diatur oleh negara.

. Kemandirian (hdependenqgy

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara proésianpa
benturan kepentingan dan perngaruh/tekanan daak pithanapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanganpriasip-prinsip

korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian dan prinsip pertanggungjawabsaling
berkaitan. Dengan dijalankannya prinsip kemandimaaka perusahaan
akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawabark umenghindari

kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dirariarbagai pihak.
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5. Kewajaran Fairnessg

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-leakaRgku
Kepentingan gtakeholdey yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini perusahaan harus memberikan jaminan d
perlakuan yang sama terhadsipkeholdemuuntuk menghindari terjadinya
konflik dengan menginformasikan semua hak dan kéesmj serta

kewenangan dari masing-mastgkeholder

Konvergensi IFRS di Indonesia belum cukup untuk ipetikan jaminan
atas tingkat kepatuhan pengungkapan. Oleh karenalijerlukan suatu sistem
untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjaminwdalperusahaan

mengungkapkan informasi yang bersifat material.

2.1.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut FCGI (2001), dewan komisaris merupakan dati corporate
governanceyang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan siraemisahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaama seewajibkan

terlaksananya akuntabilitas.

Dalam Pedoman UmunGood Corporate Governancdndonesia yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan GoverwfKNKG) pada tahun
2006, disebutkan bahwa kepengurusan perseroarnasridalndonesia menganut

sistem dua badariwo-board systeinyaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang
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mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelsisas dengan fungsinya
masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam angdasar dan peraturan

perundang-undangdfiduciary responsibility)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

y A

DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI

A 4

Gambar 2.1
StrukturTwo Tiers Systeryang diterapkan di Indonesia
(sumber : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentangePoan Terbatas)

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangeRean Terbatas
juga disebutkan bahwa jumlah minimal anggota dewamisaris adalah satu
orang. Dijelaskan pula dalam Pasal 1 angka 2 Undadgng nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseratahadpat umum pemegang
saham, direksi, dan dewan komisaris. Pengangkatanpumm pemberhentian
dewan direksi dan dewan komisaris dilakukan meladpat umum pemegang
saham. Selanjutnya, dewan direksi dan dewan koimissrtanggung jawab
terhadap RUPS. Dewan komisaris bertugas untuk meagjadan memberi

nasihat kepada dewan direksi.
2.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yand tidaasal dari pihak
terafiliasi. FCGI (2001) menyatakan bahwa, kritekiamisaris independen di

Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa ef@lstralia tentangoutside
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directors di mana kriteria tersebut menekankan tentangimgmnta independensi

dalam dewan komisaris.

Dalam Pedoman Umun@ood Corporate Governancihdonesia yang
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Govec®{KNKG) pada tahun
2006, dijelaskan bahwa jumlah Komisaris Indeperttiis dapat menjamin agar
mekanisme pengawasan berjalan secara efektif damaiselengan peraturan
perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris &mim harus mempunyai
latar belakang akuntansi atau keuangan. Semakimar bgsnlah komisaris
independen dalam suatu perusahaan maka pengawasagn djlakukan oleh
komisaris independen akan semakin berkualitas dkan ameningkatkan

transparansi dalam pelaporan keuangan.

2.1.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit

FCGI (2001) mengungkapkan bahwa, agar dapat naejah fungsinya
di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengak, llewan komisaris perlu
membentuk komite-komite yang membantunya menjalankgas, salah satunya
adalah komite audit. Komite audit dipandang sebagiztu komite dalam
perusahaan yang bertugas untuk mengawasi Kkinerjaajeraen untuk
menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporamakgan yang mungkin
akan merugikarstakeholdersBerdasarkan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam
Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite atetitliri dari sekurang-
kurangnya satu orang Komisaris Independen dan aegtkurangnya 2 (dua)

orang lainnya berasal dari luar Emiten atau Peasafublik.
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Menurut Hukum Efek 2002 (dikutip oleh Al Akra et,a2010), anggota
komite audit bertanggung jawab untuk memantau keyaat perusahaan dengan
persyaratan pengungkapan wajib. Komite audit badugemberikan pendapat
profesional yang independen kepada dewan komisathadap laporan atau hal-
hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan sansi serta mengidentifikasi

hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisarisr{awati, 2009).

Komite audit selain bertugas dalam melakukan pe&agan kinerja
manajemen juga berperan penting sebagai penghuimtaga pemegang saham
dengan dewan komisaris untuk menghindari masalamggmelalian internal
perusahaan. Dalam Pedoman Um@ood Corporate Governandadonesia yang
dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, disebutkan batkeanite audit bertugas

membantu dewan komisaris untuk memastikan:

a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuaadgomunsip akuntansi

yang berlaku umum.
b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksandengan baik.

c. Pelaksanaan audit internal meupun eksternal ditelksm sesuai dengan

standar audit yang berlaku.

d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oletmajemen.

2.1.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Pedoman Umun@ood Corporate Governancihdonesia yang

dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, mengungkapkamnaabewan Komisaris
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sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggabggecara kolektif untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat k&peedesi serta memastikan
bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun, Dewanisd@n tidak

diperbolehkan untuk turut berperan dalam pengaml#gutusan operasional.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Miégdia Nomor: Per-
01/MBU/2011 disebutkan bahwa, rapat Dewan Komidaaisis diadakan secara
berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiagnbulan dalam rapat tersebut
Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Besainy@nsitas pertemuan
yang diadakan oleh Dewan Komisaris diharapkan akampu meningkatkan

kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.1.2.5Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat komite audit merupakan koordinasi antarg@taganggotanya agar
dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hajgveasan laporan keuangan,
pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG peraisgRatnasari, 2011). Rapat
Komite Audit yang sering diadakan diharapkan akapad meningkatkan

pengungkapan wajib IFRS.

Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 dalperaturan
nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman gmatalan kerja komite
audit dijelaskan bahwa, Komite Audit mengadakanaragekurang-kurangnya
sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komigarg ditetapkan dalam
Anggaran Dasar. Setiap rapat Komite Audit dituamgltalam risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audiigyhadir.
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2.1.3 Teori AgensiAgency Theory)

Menurut Herawaty (2008yorporate governancgang merupakan konsep
yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkarbbr$ungsi sebagai alat untuk
memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka al@rerimareturn atas
dana yang mereka investasikan. Tata kelola perasabaefinisikan sebagai
sistemchecks and balancedaik internal maupun eksternal perusahaan, yang
memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuatabiéereka kepada semua
pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalamyearg bertanggungjawab

secara sosial dalam semua bidang kegiatan bismekeéSolomon, 2007).

Pemisahan kepemilikan antapaincipal dengan agen cenderung akan
menimbulkan konflik keagenan. Sama halnya dengaastor dan manajemen
perusahaan. Manajemen harus dapat meyakinkan anvesiiwa pihaknya tidak
akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikfininvestor. Oleh karena
itu, manajemen perusahaan melakukan pengungkapéormasi kinerja
manajemen dalam laporan keuangan sebagai pertagjgg@aiban kepada

investor.

Mutmainah (2006) berpendapat bahwa, teori agensimudahkan
antisipasi atas konsekuensi logis dengan menyediskemtu kerangka untuk
pemahaman dan selanjutnya meramalkan perilakuinSalaMutmainah (2006)
menjelaskan bahwa, kekuatan utama teori agen adamhampuannya
menyediakan desain pengendalian yang secara simmaltanbantu meningkatkan

kesejahteraan kedua belah pihak.
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Penerapan konsepcorporate governance diharapkan memberikan
kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mendelkayaan pemilik
(pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yalkahwa agen tidak akan
melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan aggningga dapat
meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkarayéd keagenan
(Ratnasari, 2011). Penggunaan teori agensi relewawk penelitian ini karena
teori agensi menganggap bahwa seseorang memilikiyalka peran dalam
organisasi. Selanjutnya teori agensi berasumsi dgramdangan kontraktual dari
perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau @@nlientang konsekuensi

logis secara tepat.
2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pemejitiag telah dilakukan
sebelumnya berkaitan dengan pengaruh strutdgpoorate governancéerhadap

tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Al Akra et al.,, (2010), melakukan penelitian yangenguji pengaruh
regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tataol&keldan perubahan
kepemilikan terhadap kepatuhan pengungkapan wiliémggunakan sampel 80
perusahaan nonkeuangan di Yordania penelitian ienggunakanchecklist
berdasarkamnternational Financial Reporting Standé-RS) yang berlaku pada
tahun 1996 dan 2004. Metode analisis data yangndkan dalam penelitian ini
adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian mprkkan bahwa tingkat

kepatuhan pengungkapan dengan IFRS secara signiBkéh tinggi pada tahun
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2004 dibandingkan tahun 1996. Reformasi regulasigpngkapan menghasilkan
pengaruh yang paling signifikan terhadap kepatyfemgungkapan wajib. Selain
itu, reformasi pemerintahan melalui mandat komitdiamuncul sebagai penentu

signifikan dari kepatuhan terhadap persyaratanyrggigapan wajib.

Ettredge et al. (2010), melakukan penelitian dengienguji pengaruh
ukuran perusahaan, kualitas tata kelola perusatmaitia buruk, kelas auditor
eksternal terhadap kepatuhan pengungkapan. Metoaésia yang digunakan
adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian mejulkkan bahwa Perusahaan-
perusahaan yang tidak patuh memiliki kualitas kafala perusahaan yang lebih
rendah dan kurang membutuhkan pendanaan ekstéstegdj tidak lebih kecil
dari kepatuhan perusahaan kontrol. Kepatuhan bargan negatif terkait

dengan berita buruk.

Penelitian dilakukan oleh Utami et al. (2012), ganelakukan penelitian
tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dakonvergensi IFRS
kaitannya dengan mekanismeorporate governance Pengukuran tingkat
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dalam penelitidnadalah dengan
menggunakan metode dikotomis, yaitu menggunakam iyf@ng terkandung
dalam presentasi IFRS dan daftar pengungkapanbyemagal dari kantor akuntan
publik Deloitte. Hasil uji regresi berganda memlkd&bd bahwa mekanisme
corporate governancemempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkpatuhan pengungkapan

wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepékaih institusional.
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Prawinandi et al. (2012) juga melakukan penelittantang pengaruh
struktur corporate governanceerhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
konvergensi IFRS. Uji regresi berganda membuktikahwa struktuicorporate
governancemempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan vkajitvergensi
IFRS. Variabel strukturcorporate governanceyang mempengaruhi tingkat

kepatuhan yaitu proporsi komisaris independen damgh anggota komite audit.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelummenunjukkan
bahwa terdapat perbedaan dalam hasil penelitialainSdéu perbedaan juga
terdapat pada objek perusahaan dan variabel yanmalkan dalam penelitian
mengenai pengaruhcorporate governance terhadap tingkat kepatuhan
pengungkapan konvergensi IFRS. Terdapat kelemalaan pknelitian yang
dilakukan oleh Al Akra et al. (2010), yaitu hasiénelitian yang tidak dapat
digeneralisasikan untuk pasar di luar negara Yoad&edangkan penelitian yang
dilakukan oleh Utami et al. (2012) dan Prawinantiak (2012) kelemahan
terdapat pada hasil penelitian yang tidak dapaerdigplisasi untuk semua
perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peselyiang dilakukan
oleh Al Akra et al. (2010) dan Prawinandi et aDX2). Perbedaan terdapat pada
variabel penelitian, selain menggunakan variabehlah anggota dewan
komisaris, proporsi komisaris independen, dan jamdéenggota komite audit
sebagai variabel independen yang juga digunakdm Ptawinandi et al. (2012)

penelitian ini menggunakan variabel jumlah rapawvate komisaris dan jumlah
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rapat komite audit. Penelitian ini juga memperb&abhiun penelitian yaitu dengan
mengambil data pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Tabel 2.1 menjelaskan PSAK yang secara umum dkerapntuk laporan
laba rugi komprehensif dan diungkapkan oleh pemgah Penelitian ini
menggunakan IAS 2, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 33 danridk mengetahui tingkat
kepatuhan perusahaan terhadap PSAK yang telah igmvelengan IFRS. IAS
19 Employee Benefitsidak digunakan dalam penelitian ini kareohecklist

mandatory disclosurberlaku efektif mulai tahun 2013.

Tabel 2.1
PSAK yang telah konvergen dengan IFRS Terkait padéaporan laba
rugi komprehensif

Tanggal
No. Nomor PSAK Nomor IAS Efektif
1. PSAK. 14 (Rev. 2008 IAS 2 Inventories 01-01-09
Persediaan
PSAK 25 (Rev. 2009) Kebijakan:fj‘icies 8 C'g‘;lcoeusm'”?]
2. | Akuntansi, Perubahan EStimasAccount’in Estim%tes arld 01-01-11
Akuntansi, dan Kesalahan 9
Errors.
3. PSAK 46 (Rev. 2010) I:)ajalﬁAS 12Income Taxes 01-01-12
Pendapatan
4. PSAK 16 (Rev. 2007) AsetlAS 16_Property, Plant 01-01-08
Tetap and Equipment
5, |PSAK 23 (Rev.  2010), 1518 Revenue 01-01-11
Pendapatan
6. ED PSAK.24 (Rev. 2010)IAS 19 Employee Benefits 01-01-13
Imbalan Kerja
PSAK 10 (Rev. 2010) PengaruhAS 21 The Effects of
7. | Perubahan Kurs Mata Uanghanges in  Foreign 01-01-12
Asing Exchange Rates
PSAK 7 (Rev. 2010
8. | Pengungkapan Pihak-PihaI'AfS 24 Related Party 01-01-11
i isclosure
yang Berelasi
9, PSAK 56 (Rev. 2010) Laba petAS 33 Earnings Per 01-01-12
Saham Share
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PSAK 57 (Rev. 2009) Provisj,IAS 37 Provisions,
10. | Liabilitas Kontijensi, dan AsetContingent Liabilities and 01-01-11
Kontijensi Contingent Assets

Sumber: www.iaiglobal.or.iddan Deloitte IFRS Presentation and Disclosure

Checklist

Variabel-variabel independen yang digunakan dalamelitian ini masih

terdapaResearch Gaperkait hasil penelitian terdahulu. Tabel beritérupakan

penjabaramResearch Gagerkait hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.2
Research Gap
Variabel Nama Peneliti Hasil Penelitian
Penelitian
Jumlah anggota- Al Akra et al.| - Jumlah anggota dewan komisaris

dewan komisaris (2010) berpengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan pengungkapan IFRS.
- Prawinandi et - Jumlah anggota dewan komisaris
al. (2012) tidak berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan mandatory|
disclosurekonvergensi IFRS.
Proporsi Komisaris - Prawinandi et - Proporsi komisaris  independén
Independen al. (2012) berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat kepatuhan
mandatory disclosure konvergens
IFRS.
- Utami et al.|- Proporsi komisaris independen tidak
(2012) berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.
Jumlah anggota- Al Akra et al.| - Jumlah komite audit merupakan
komite audit (2010) faktor yang berpengaruh positif
terhadap kepatuhan pengungkapan
wajib IFRS.
- Prawinandi et - Jumlah  anggota komite  audlit
al. (2012) berpengaruh signifikan negatif
terhadap tingkat kepatuhan

mandatory disclosure konvergens
IFRS.
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Jumlah rapat dewan Ettredge et al
komisaris (2010)

-Utami et al.

(2012)

- Dewan komisaris yang lebih seril
mengadakan pertemuan ak
meningkatkan kepatuhg
pengungkapan.

- Jumlah rapat dewan komisaris tid
berpengaruh terhadap tingk
kepatuhan pengungkapan wajib IFR

9
an
In

ak
at
S.

Jumlah rapat komit
audit

o- Ettredge et al
(2010)

- Utami et al.

(2012)

komite  aud
terhads

- Frekuensi  rapat
berpengaruh positif
pengungkapan wajib IFRS.

- Jumlah rapat komite audit tida
berpengaruh positif terhadap tingk
kepatuhan pengungkapan wajib IFR

it
AP

k
at
S.

2.2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan peaelityang telah

dilakukan sebelumnya ditunjukan denngan menggunéddael yang terdiri atas

Nama Peneliti, Variabel Penelitian, Alat AnalisendHasil Penelitian.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Nama Variabel Penelitian Alat Hasil Penelitian
Peneliti Analisis
1. | Al Akra et | Variabel Independen Uji - Reformasi regulasi
al., (2010) | variabel corporate| regresi | pengungkapan
governance yang| berganda] menghasilkan pengary

direpresentasikan

yang paling signifikan

dengan direktur non- terhadap kepatuhgn
eksekutif, mandat pengungkapan wajib.
komite audit, dar :
ukuran dewar - Reformasi .
komisaris: struktu pemerlntahan_ melalyi
kepemilikém. mandat komite audit
muncul sebagai penentu
Variabel Dependen signifikan dari
Regulasi kepatuhan terhadap
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pengungkapan.

Variabel Kontrol
Ukuran perusahaa
leverage,
profitabilitas,
identitas perusahag
audit, likuiditas, jenis
industri, daftar dar
usia perusahaan.

—

in

persyaratan
pengungkapan wajib.

Ettredge ef Variabel Independen Uji - Perusahaan-
al., (2010) | Ukuran perusahaan, Regresi | perusahaan yang tidak
kualitas tata kelola Logistik | patuh memiliki kualitas
. tata kelola perusahaan
perusahaan, bgrna yang lebih rendah dan
buruk, kelas auditor kurang membutuhkah
eksternal pendanaan  eksternal,
tetapi tidak lebih keci
Variabel Dependen dari kepatuhan
Kepatuhan perusahaan kontrol.
Pengungkapan - Kepatuhan
berhubungan negatjf
Variabel Kontrol terkait dengan berita
Modal eksternal buruk.
kesehatan keuangan
perusahaan
Utami et | Variabel Independen Uji - Kepemilikan
al., (2012) | Kepemilikan regresi | manajerial
manajerial, berganda| mempengaruhi tingkat
kepemilikan kepatuhan
institusional, jumlah pengungkapan wajib
rapat dewar .
komisaris, jumlah - Kepemilikan
rapat komite audit, institusional L
proporsi komisaris mempengaruhi tingkat
independen. kepatuhan

Variabel Dependen
Tingkat  kepatuhar
pengungkapan waiji
IFRS.

Variabel Kontrol

O -

Leverage,

pengungkapan wajib.
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Prawinandi
et al,,
(2012)

profitabilitaas,  tipe
auditor.

Variabel Independen
Struktur  corporate
governance jumlah
anggota dewan
komisaris,  proporsi
komisaris
independen, latar
belakang pendidikan
komisaris utama,
proporsi komisaris
wanita, jumlah

anggota komite audit

Variabel Dependen
Tingkat  kepatuhar
mandatory disclosure
konvergensi IFRS.

Variabel Kontrol

Jumlah anggots
dewan direks
profitabilitas, dan
leverage.

D

-

Uji
regresi
berganda

- Proporsi komisaris
independen
mempengaruhi tingkat

kepatuhan mandatory
disclosure konvergens
IFRS.

- Jumlah anggota
komite audit
mempengaruhi tingkat

kepatuhan mandatory
disclosure konvergens
IFRS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah nee@g pengaruh

30

struktur corporate governanceterhadap tingkat kepatuhan pengungkapan
konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehemdelalui gambaran

kerangka pemikiran berikut, diharapkan variabelepehden yang terdiri atas
jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisadgpenden, jumlah anggota
komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, danl@mrapat komite audit akan
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan yegkppan konvergensi IFRS.

Di bawah ini digambarkan hubungan masing-masingbat:



Variabel Independen Variabel Depelen

Hi(+)
[ Jumlah anggota dewan komis: ] > / \
- ] H»> (+)
Proporsi komiaris independe ) >
’ Jumlah anggota komite au ] Hs (+) >
. \ Ha (+)

Jumlah rapat dewan komisaris Tingkat kepatuhan

) 1 Hs (+) pengungkapan
Jumlah rapat komite audit konvergensi IFRS

pada laporan laba

v

v

Variabel Kontrol rugi komprehensif
[ Leverage } """"""""" >
[ Likuiditas S — >

| Profitabilitas Jooeoeee e -\ %

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini akan diuraikan hipotesis-hipotgsenelitian yang
dilengkapi oleh argumentasi yang mendasari penentbgootesis. Dalam

penelitian ini terdapat lima hipotesis, yaitu:

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris
Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentangelagin
Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisarialadd 1 orang.
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan meahggsi pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memashat kepada

dewan direksi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al.01@)
menunjukkan bahwa, jumlah anggota dewan komismlak tberpengaruh
signifikan terhadap tingkat kepatuharandatory disclosur&onvergensi
IFRS. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar silit mencapai
kesepakatan dalam pengambilan keputusan, di sisidengan jumlah
anggota dewan komisaris yang kecil maka fungsi @emgan yang
dilakukan oleh dewan komisaris tidak maksimal. Fingengawasan
dewan komisaris yang tidak maksimal mengakibatkagkat kepatuhan
perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib adengndah.

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjeldskaungan
antaraprincipal dan manajemen. Manajemen harus dapat meyakinkan
investor bahwa manajemen tidak akan menyalahgund&aa yang telah
diinvestasikan. Dalam hal ini manajemen perusahdangan jumlah
anggota dewan komisaris yang besar akan memudaimkak mengawasi
dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memariaujakChief
Executif Officer(CEQO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaa
Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dewanisaris dalam
suatu perusahaan diharapkan akan mempengaruhiatinggpatuhan
pengungkapan IFRS. Penelitian yang dilakukan oleAk#a et al. (2010)
menunjukkan bahwa, jumlah anggota Dewan Komisaggpdngaruh
positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu
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H; : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh posft
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensiFRS

pada laporan laba rugi komprehensif.

2. Proporsi Komisaris Independen

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-
01/MBU/2011 disebutkan bahwa, dalam komposisi DeWamisaris |,
paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakangatag Dewan
Komisaris Independen  yang  ditetapkan  dalam kepaotusa
pengangkatannya. Keberadaan Komisaris Independeanding lebih
efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan querusahaan dengan
menuntut adanya transparansi dalam laporan keugeyasahaan.

Menurut Sutedi (dikutip dari Utami, 2012), ketertuainimum
dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukiyk membuat
komisaris independen tersebut mendominasi kebijgtay diambil oleh
dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan olehntitat al. (2012)
menunjukkan bahwa, proporsi komisaris independdaktiberpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Agency theory menjelaskan perlunya praktik pengungkapan
laporan keuangan oleh manajemen kepada para peghsglaam, investor
maupun pihak lain yang berkepentingan (Diyanti, ®01Praktik
pengungkapan perlu dilakukan untuk menghindari esiminformasi
antara manajemen dengstakeholdersDalam hal ini proporsi komisaris

independen memegang peran penting dalam perusahaanmelakukan
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pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingget damingkatkan
transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal iniaselngan penelitian
yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) padaugpahaan jasa di
Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkarhwaga proporsi
komisaris independen berpengaruh positif terhadagkdt kepatuhan
pengungkapan konvergensi IFRS.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu

H, : Proporsi komisaris independen berpengaruh positi

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensiFRS

pada laporan laba rugi komprehensif.
. Jumlah Anggota Komite Audit

Perusahaamo public di Indonesia diwajibkan memiliki komite
audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepadard komisaris
terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikah dewan direksi
kepada dewan komisaris. Membangun peran komitet yaaig efektif
tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan pri®CG secara
keseluruhan di suatu perusahaan dimana independearsiparansi dan
disclosure akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap radnjadi
prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijp§03).

Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar @dbgtkan
tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koastldan komunikasi
antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dikeleuoleh Prawinandi et al.

(2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite tabdrpengaruh
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signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhamandatory disclosure
konvergensi IFRS.

Dalam praktikcorporate governanceteori agensi mensyaratkan
untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan umekghindari
konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalahihi anggota komite
audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mgkgpkan laporan
keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karenseitugkin besar jumlah
anggota komite audit maka akan semakin mempengatimgkat
kepatuhan pengungkapan. Sesuai dengan penelitian dilskukan oleh
Al Akra et al. (2010) menunjukkan bahwa jumlah kmmaudit adalah
faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatydeargungkapan wajib.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu

Hs : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensiFRS

pada laporan laba rugi komprehensif.
. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan U3dhia
Negara Nomor: PER - 01/MBU/2011, disebutkan bahwawdh
Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakpkagawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada oagaymbaik
mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikarhat&epada

Direksi. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan olBlewan Komisaris akan
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dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran astggDewan Komisaris
dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Efektivitas rapat dewan komisaris penting untuk roenor
perusahaan. Namun apabila dalam rapat terdapatis&osn yang
mendominasi dan hanya mementingkan kepentingaadribaka jumlah
rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak dapapdregaruh terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan. Hal ini sejalamaermpenelitian Utami
et al. (2012), jumlah rapat dewan komisaris tidakpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Berdasarkan teori agensi, agen harus mampu memhberik
keyakinan kepada investor, bahwa agen tidak akaryatehgunakan dana
yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh kargm, agar manajemen
dapat memberi keyakinan kepada investor maka digeml pertemuan
rutin dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar dewkamisaris dapat terus
memantau kinerja manajemen untuk melakukan penguyragksecara luas
dalam laporan keuangan untuk memberikan transparsrisrmasi
terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dekemisaris akan
memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadapjemara dalam
melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaanydtean itu sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge let(2010) yang
menunjukkan bahwa, pertemuan yang sering diadakeh ®ewan
Komisaris akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu
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Hs : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif
terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensiFRS

pada laporan laba rugi komprehensif.

5. Jumlah Rapat Komite Audit
Menurut Alijoyo (2003), Komite Audit harus mengadakrapat
sedikitnya satu kali setiap kuartal. Hal ini meatikan bahwa komite audit
wajib mengadakan pertemuan minimal satu kali dateya bulan agar

dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Aedsetut.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (20&@®nunjukkan
bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengarasitip terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Jumlah rapait& audit tidak
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkdgaat disebabkan
karena perusahaan tidak menjalin koordinasi yarig dangan auditor
eksternal maupun dengan manajemen perusahaan.ikasirgang kurang
dalam pelaksanaan rapat komite audit mengakibdtkagsi pengawasan

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan menjadahen

Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lendgeapgelas
dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapamimerikan
transparansi dalam laporan keuangan maka perlikkualduoleh adanya
agenda program kerja tahunan dari komite auditaSkesteraturan rapat
yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itemakin tinggi

intensitas pertemuan yang diadakan oleh komitetalidarapkan akan
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meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hals@alan dengan
hasil penelitian yang dilakukan Ettredge et al. 1@0 menyimpulkan
bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh tiposerhadap

pengungkapan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atasuyait

Hs : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap
tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS paa

laporan laba rugi komprehensif.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sekaran (2003) mengungkapkan bahwa, hipotesis daipafinisikan
sebagai hubungan dugaan logis antara dua atau Vebidbel yang dinyatakan
dalam bentuk pernyataan yang dapat diBgnelitian ini menggunakan desain
pengujian hipotesis karena bertujuan untuk merfgpptesis mengenai pengaruh
corporate governancgang diproksikan oleh jumlah anggota dewan korigsar
proporsi komisaris independen, jumlah anggota kemitdit, jumlah rapat dewan
komisaris , jumlah rapat komite audit terhadapkaigkepatuhan pengungkapan

konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensi

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Vaabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaituiakel dependen dan

variabel independen. Masing-masing pengukuranabatiadalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam panelitiaradalah tingkat
kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada lafaiva rugi komprehensif.
Identifikaasi item pengungkapan dilakukan dengamgganakan Deloitte IFRS
Presenstation and Disclosure Checklisyang diperoleh dari situs

www.iasplus.com. Beberapa item dipilih dahecklisttersebut dan disesuaikan
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dengan PSAK yang berlaku di Indonesia dan penermgjpawajib pada tahun

2010, 2011 dan 2012.

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konverd&iss pada laporan
laba rugi komprehensif menggunakan teksdoring yaitu jika item yang perlu
diungkapkan dapat diterapkaapplicable dalam perusahaan dan item tersebut
diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jikan itersebut tidak diungkapkan
diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak daptdrdpkan dalam perusahaan akan

diberi tanda N/A Kot Applicabl@.

2. SCRey
MANDSCRgy = —— x 100%
T MAX gy

Pengukuran skor pengungkapan wajib ini sesuai daepgaelitian dari
Prawinandi (2012), di mana MANDSGR merupakan skor pengungkapan
konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehgesusahaan B pada tahun
Y, SCRsy merupakan jumlah item yang diungkapkan perusaBgaeda tahun Y,
MAX gy merupakan nilai maksimum yang mungkin dicapai geinaan B pada

tahun Y.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besam #bih efektif jika
dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisang kecil. Banyaknya

anggota dewan komisaris dapat menghasilkan kemampeagawasan yang
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lebih baik. Menurut KNKG (2006), jumlah anggota @ewkomisaris diukur
dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiligeemiliki hubungan, salah
satunya pihak internal perusahaan) dan tidak tesif(tidak memiliki hubungan)

dengan perusahaan.

3.2.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan Kkomisang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komis@nnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bitenishubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindadparndtien atau bertindak
semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG,)2008ikator proporsi
komisaris independen yang digunakan dalam penelitda sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2006)twyaproporsi komisaris
independen dibandingkan dengan total jumlah komsislalam suatu perusahaan

di periode t.

3.2.2.3 Jumlah Anggota Komite Audit

Dalam Pedoman Umun@ood Corporate Governancihdonesia yang
dikeluarkan oleh KNKG (2006) disebutkan bahwa jumdaggota Komite Audit
harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahagardéetap memperhatikan
efektifitas dalam pengambilan keputusan. Salah datuanggota Komite Audit
memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang aksgntdan atau keuangan.

Pada penelitian ini indikator untuk mengukur juméatggota komite audit sesuai
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dengan penelitian Zaluki dan Hussin (dikutip oleavitnandi et al., 2012) yaitu

jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

3.2.2.4 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Menurut Corporate Governance Guidelingsglikutip oleh Utami et al.,
2012), dewan komisaris harus memiliki jadwal pedam tetap dan dapat
dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutubewan Komisaris
mengadakan pertemuan setidaknya satu kali dalaiapseulan. Penelitian ini
menggunakan indikator untuk mengukur jumlah rapawah komisairs sesuai
dengan penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu aimiapat yang dilakukan oleh

dewan komisaris dalam satu tahun.

3.2.2.5 Jumlah Rapat Komite Audit

Pertemuan komite audit adalah tempat bagi direkdguku membahas
proses pelaporan keuangan dan itu adalah tempaiada proses pengawasan
pelaporan keuangan terjadi (Nor et al., 2010). DaReraturan Keputusan Ketua
Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa kewiudit mengadakan
rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuanmatinrapat Dewan
Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasaramalenelitian ini, indikator
untuk mengukur jumlah rapat komite audit yang dakam sesuai dengan
penelitian Ettredge et al. (2010) yaitu jumlah tageomite audit yang

diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun.
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3.2.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontleverage likuiditas, dan
profitabilitas. Variabel kontrol dalam penelitiani idigunakan agar pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependek tilibengaruhi oleh faktor

lain yang tidak diteliti.

3.2.3.1Leverage

Leverageadalah pengukuran besarnya aktiva yang dibiayagale utang
(Utami, 2012). Perusahaan dendewverageyang lebih tinggi akan menyediakan
informasi yang lebih komprehensif dan membutuhk&ya yang lebih besar
(Diyanti, 2010). Hal ini dapat diartikan bahwa dentgverageyang tinggi maka
perusahaan akan mengeluarkan biaya pengawasan jygagtinggi. Dalam
penelitian ini, indikator yang digunakan sesuaigdanpenelitian Prawinandi et al.
(2012) yaitu dengan menggunakan rasio total utarhatap total ekuitas

perusahaan.

3.2.3.2 Likuiditas

Menurut Diyanti (2010), likuiditas dapat dipandateyi dua sisi. Pertama,
tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan #uye kondisi keuangan
perusahaan. Sisi yang lain menjelaskan bahwa,dilasi yang rendah maka
perusahaan akan mengungkapkan informasi yang ledilyak sebagai upaya

dalam menjelaskan kinerja manajemen yang tidak. daéam penelitian ini,
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indikator yang digunakan sesuai dengan penelitiaiili&ka et al. (2010) yaitu

dengan menggunakan rasiarrent assetserhadagurrent liabilities.

3.2.3.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja nga dilakukan
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaandyamjukkan oleh laba
yang dihasilkan (Diyanti, 2010). Pada umumnya praan memperoleh laba
dari aktivitas penjualan maupun aktivitas investBsilam penelitian ini, indikator
yang digunakan sesuai dengan penelitian Al Akralet(2010) yaitu dengan

menggunakarneturn on equitfROE).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perasahjasa yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 @42.2Pemilihan tahun 2010
dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia dalaap tatiopsi standar akuntansi
keuangan yang berbasis IFRS, sedangkan pada taii rBerupakan tahap
persiapan akhir pengimplementasian PSAK berba&$ I&an tahun 2012 adalah
tahun di mana dilakkukan evaluasi secara kompréhe&rfiadap penggunaan
PSAK berbasis IFRS. Jumlah anggota populasi dalameliian ini, yaitu

sebanyak 236 perusahaan.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggumakatodepurposive
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriterigeniéw sesuai dengan

tujuan penelitian. Kriteria sampel yang akan digama dalam penelitian ini
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adalah perusahaan jasa yang menyediakanal reportdan laporan keuangan ke
BEIl dan juga mengungkapkan struktaorprate governancedalam annual
reporinya. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan riritgang telah

ditentukan, yaitu sebanyak 40 perusahaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniedddata sekunder yang
berupaannual reportdan laporan keuangan. Sumber data ini dapat dgiecri

situs www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengetode dokumentasi
menggunakan data sekunder yang dapat diperolelamiawial reportdan laporan
keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Eféénbsia pada tahun 2010,
2011 dan 2012. Data sekunder dikumpulkan dan dlgter dari situs
www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang dakam dalam penelitian ini
adalahpurposive samplingPurposive samplingnerupakan pengambilan sampel

berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tyjeaslitian.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan ghem analisis deskriptif
dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengenggunakan bantuan

program SPS&leasel6.
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3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikgambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai retar (near), standar deviasi,

varian, maksimum, minimunsum range dan sebagainya (Ghozali, 2011).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur
dari Goodness of filya. Secara statistik, setidakngaodness of fidapat diukur
dari nilai koefisien determinasi, nilai statistikdan nilai statistik t. Perhitungan
statistik disebut signifikan secara statistik afzalmilai uji statistiknya berada
dalam daerah kritis (daerah di mana Ho ditolak)baBknya disebut tidak
signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalatiaerah di mana Ho diterima
(Ghozali, 2011). Persamaan regresi berganda untekguji hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

MANDSCR = Iy + b, DWNKOM + b,KOMIND + bsKMTAUD + b,RPTDWN +

bsRPTAUD + BLEV + b;LIK + bgPROF + e

Keterangan Notasi Persamaan Regresi Berganda :

MANDSCR =Mandatory DisclosuréFRS
DWNKOM = Jumlah anggota Dewan Komisaris
KOMIND = Proporsi Komisaris Independen
KMTAUD = Jumlah Anggota Komite Audit
RPTDWN = Jumlah Rapat Dewan Komisaris
RPTAUD = Jumlah Rapat Komite Audit
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LEV = Leverage

LIK = Likuiditas

PROF = Profitabilitas

bo = Konsatnta

b — kg = Koefisien Regresi
e =error

3.6.2.1Analisis Regresi

Menurut Gujarati (dikutip oleh Ghozali, 2011), ds&l regresi pada
dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan bearidependen (terikat)
dengan satu atau lebih variabel independen (vdripéejelas/bebas), dengan
tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksiredga populasi atau nilai
rata-rata variabel dependen berdasarkan nilaibh@riadependen yang diketahui.
Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatdsuhgan antara dua variabel
atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar@bel dependen dengan

variabel independen (Ghozali, 2011).
1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi @ pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variddéygnden. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satlai R?> yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen ndal@enjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yasgdekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semformasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dejggn Secara umum
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koefisien determinasi untuk data silarmgoSsectioh relatif rendah karena
adanya variasi yang besar antara masing-masingaperign, sedangkan
untuk data runtun waktuihe serie} biasanya mempunyai nilai koefisien

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

. Uji Signifikan Simultan (Nilai F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakatusevariabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam moeehpunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabelndeéeperikat

(Ghozali, 2011).

. Uji Signifikan Parameter Individual (Nilai t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sebejapa pengaruh
satu variabel penjelas/independen secara individalEm menerangkan
variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji laklikan dengan cara
Quick lookdan membandingkan nilai t terhadap titik kritismaeut tabel.
Penggunaan carguick look kita akan menerima hipotesis alternatif,
dengan menyatakan bahwa varibel independen secadavidual
mempengaruhi variabel dependen. Begitu pula jikai statistik t hasil
perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan riit@bel, maka hipotesis
alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabhdependen secara

individual mempengaruhi variabel dependen.
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3.6.2.2Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah uiji
normalitas, uji multikolonieritas, uji heterosketisitas, dan uji autokorelasi,

dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalarodel regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki dissilmormal (Ghozali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitadaddsebagai berikut:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dangiketi arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pdiatribusi
normal, serta tabelKolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat
signifikansi di atas 5% maka model regresi memenabkimsi

normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atak tdengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogram tidak menukgukpola distribusi
normal, serta tabelKolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat
signifikansi di bawah 5% maka model regresi tidasdmmenuhi asumsi

normalitas.
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2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apdk model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasfenden). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di @mnt@riabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi, maka velabriabel ini tidak
ortogonal (Ghozali, 2011). Tolerangalue VIF (variance inflation factor
digunakan untuk melakukan uji multikolonieritaskalihasilnya menunjukan
bahwa tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi

multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakalandamodel regresi
terjadi ketidaksamaawariancedari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Jikavariance dari residual satu pengamatan ke pengamatan l&ip, te
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbedsbudiHeteroskedastisitas
(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalahbdaaasilnya tidak terjadi

Heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastidapat dilakukan
dengan cara melihat grafik Plot antara nilai preididariabel dependen dengan

residualnya.
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4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam eheegresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Gh@lil). Dalam penelitian
ini uji Durbin Watson digunakan untuk menguji addaknya autokorelasi

dalam model analisis regresi.
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